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ABSTRAK 

 

Era Sukmaryanti : Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Peran 

Manajerial Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah. (Studi Empiris Pada SKPD Di 

Pemerintah Kota Pariaman) 

 

 

 

Pembimbing  :  1. Lili  Anita, Se, M.Si,Ak 

   2. Hendri Agustin SE, M.Sc, Ak 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. 2) Pengaruh peran manajerial dalam 

pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah,  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di kota Pariaman, 

penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. 

Jenis penelitian ini adalah kausatif. Data dikumpulkan dengan menyebarkan 

kuesioner secara langsung kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data 

menggunakan regresi berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukan: (1) Partisipasi penyusunan anggaran 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai thitung  

> ttabel (2,204 >1,67), dan nilai signifikansi (0.032 < 0.05) dan nilai β arahnya positif 

yaitu sebesar 0,260 (H1 diterima). (2) Peran manajerial dalam pengelolaan keuangan 

daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dengan  thitung  > ttabel (4,176 > 1,67) dan 

nilai signifikansi 0.000 < 0.05 dan nilai β arahnya positif yaitu sebesar 0,466 (H2 

diterima).  

Dalam penelitian ini disarankan: 1) Bagi instansi pemerintah, untuk 

meningkatkan kinerja pemerintah hendaknya aparat pemerintah meningkatkan kerja 

sama yang lebih erat lagi dalam menyusun anggaran dan terus meningkatkan 

partisipasinya supaya kinerja dapat berjalan dengan baik serta peran yang dilakukan 

oleh pejabat dalam pengelolaan keuangan daerah juga harus direalisasikan dengan 

tepat, yang pada akhirnya dapat miningkatkan kinerja pemerintah. 2) Untuk peneliti 

berikutnya yang tertarik meneliti judul yang sama sebaiknya menambahkan variabel 

lain, karena dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel 

penelitian yaitu partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial dalam 

pengelolaan keuangan daerah dapat menjelaskan sebesar 28,3%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu di Indonesia telah merubah 

hampir keseluruh aspek kehidupan. Penyelenggaraan pemerintah daerah 

berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 melahirkan nuansa baru, yaitu 

pergeseran kewenangan pemerintahan dari yang sentralistik birokratik ke 

pemerintahan yang desentralistik partisipatoris. Terjadi perubahan terhadap 

manajemen keuangan daerah. Paling tidak ada dua alasan mengapa perubahan di 

bidang ini diperlukan, antara lain: 1) Pelimpahan berbagai wewenang dan urusan 

kepada daerah akan mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi 

semakin komplek, 2) Tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (Good 

Governance) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip 

manajemen keuangan daerah, baik pada tahap  penganggaran, implementasi 

maupun pertanggungjawaban. 

Reformasi yang paling mendasar juga terjadi pada aspek pemerintahan. 

Tuntutan atas perubahan organisasi publik baik secara individu maupun anggota 

kelompok sangat diharapkan, perubahan ini sering ditujukkan kepada kinerja 

pemerintah menyangkut prestasi kerja yang diberikan kepada organisasi. 

Seiring perubahan paradigma yang menyertai proses reformasi,  aspek 

pelayanan publik menjadi issu yang cukup hangat dalam penyelenggaraan kinerja 
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pemerintahan kita. Prinsip-prinsip pelayanan prima selalu digembar-gemborkan 

sebagai landasan kinerja yang ada, namun fakta berbicara bahwa masih sering 

kita jumpai komplain atau kritik kinerja pemerintahan khususnya pada aspek 

pelayanan yang kurang efektif dan efisien.  Perlu digarisbawahi bahwa pelayanan 

dalam kinerja pemerintahan ada dua hal. Pertama adalah pelayanan yang 

langsung bersentuhan dengan publik. Pelayanan inilah yang paling disoroti saat 

ini dan pemerintah pun sepertinya sangat “care” akan hal ini, karena jika terjadi 

kasus-kasus di sektor ini efeknya akan menampar langsung kredibilitas 

pemerintah. Kedua, yang nampaknya masih sering lepas dari pengamatan dan 

kritik publik adalah kinerja yang merupakan pelayanan sebuah organisasi bagi 

organisasi lain dalam lingkungan inter pemerintah.  Hal ini masih sering 

diabaikan, padahal proses kinerja dalam pemerintahan sangatlah tidak mungkin 

lepas dari kerjasama dan koordinasi yang sinergi sebagai bentuk pelayanan prima 

dalam pemerintahan itu sendiri.  

Sebagai organisasi sektor publik pemerintah daerah dituntut agar 

memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong 

pemerintah untuk senatiasa tanggap akan tuntunan lingkunganya dengan 

berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, serta 

adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntutan yang 

semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh 

penyelenggara Negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. 
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Dengan kata lain kinerja instansi pemerintah lebih banyak mendapat sorotan dari 

masyarakat dan saling memonitor perencanaan pembangunan dalam satu periode.  

 Menurut Indra (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan 

misi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh 

organisasi dalam periode tertentu. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat 

penting, hal ini dimaksudkan sebagai evaluasi atas input (masukan) program 

yang telah dilakukan serta evaluasi terhadap output (keluaran) dari program 

tersebut. Kinerja pemerintah didasarkan pada kinerja aparatur pemerintah. 

Aparatur pemerintah sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintahan bertanggung 

jawab untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dengan 

menginteraksikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan. 

Menurut Wayan (1997) dalam Septi (2010), kinerja pemerintah daerah 

dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi atau tingkat 

pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang dibebankan 

kepada organisasi tersebut, atau dapat pula disimpulkan bahwa kinerja organisasi 

merupakan suatu tingkatan sejauhmana proses kegiatan organisasi itu 

memberikan hasil atau mencapai tujuan. 

 Peningkatan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh partisipasi 

penyusunan anggaran, semakin tinggi tingkat pertisipasi dalam penyusunan 

anggaran, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, begitu juga 

dengan peran dalam manajerial pengelolaan keuangan daerah 
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(Herminingsih,2009). Peningkatan kinerja timbul atas adanya kebebasan 

berkreasi pada tiap individu yang kemudian pemimpin berperan penting dalam 

memimpin para anggota berpartisipasi penuh atas pengambilan keputusan, serta 

peran manajer yang baik mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan daerah 

yang baik yang meningkatkan kinerja pemerintah.  

Salah satu alat manajmen dalam melakukan perencanaan dan 

pengendalian jangka pendek dalam organisasi khususnya organisasi publik 

adalah anggaran. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja 

yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam 

ukuran finansial. Anggaran sektor publik harus diinformasikan kepada publik 

untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan.  

Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan 

bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil 

kinerja yang telah di anggarkan secara periodik. Agar anggaran itu tepat sasaran 

dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan 

dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran. Karena proses 

penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks, adanya 

kemungkinan akan menimbulkan dampak fungsional dan disfungsional terhadap 

sikap dan perilaku anggota organisasi (Dedi, 2007). Untuk mencegah dampak 

disfungsional anggaran tersebut, kontribusi terbesar dari kegiatan penganggaran 

terjadi jika semua pihak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam penyusunan 

anggaran.  
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  Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua 

pihak ataupun lebih dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa 

depan bagi pembuat keputusan tersebut (Mulyadi, 2001), dan mengarah pada 

seberapa besar tingkat keterlibatan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran 

daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut. Menurut 

Garrison (2000) self-imposed budget/anggaran partisipatif adalah anggaran yang 

dibuat dengan kerja sama dan partisipasi penuh dari manajer pada semua 

tingkatan. 

  Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara 

umum dapat meningkatkan prestasi kinerja yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan efektivitas suatu organisasi (Bambang, 2002). Partisipasi dalam 

penyusunan anggaran juga dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat 

meningkatkan kinerja organisasi ataupun pemerintahan. Para bawahan yang 

merasa aspirasinya dihargai dan mempunyai pengaruh pada anggaran yang 

disusunnya akan lebih mempunyai tanggung jawab dan konsekuensi moral yang 

meningkatkan kinerja sesuai dengan yang ditargetkan dalam anggaran 

(Sinambela, 2003) 

  Menurut Indrianto (1993) dalam Septi (2010) mengatakan bahwa ketika 

suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka 

karyawan akan menginternallisasikan tujuan atau standar yang ditetapkan, dan 

karyawan juga memiliki rasa tanggungjawab pribadi atau sikap untuk 

mencapainya karena mereka ikut serta terlibat dalam penyusunan aggaran, 
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semakin tinggi tingkat keterlibatan karyawan dalam peoses penyusunan 

anggaran, akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah. 

Namun demikian dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan secara 

menyeluruh tidak berhenti  pada tahap awal penyusunan anggaran, serta 

dibutuhkan peran manajerial pimpinan daerah, khususnya dalam pengelolaan 

keuangan yang ada di daerah. Dalam mewujudkan kinerja Pemda yang sesuai 

dengan value for money (economy, efficiency,effective), perlu peningkatan peran 

manajerial pimpinan daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan 

(Mardiasmo,2002).  

Peran manajer  menurut Mintzberg (1973) terdiri atas peran perseorangan, 

peran informasi dan peran pengambilan keputusan. Manajer merupakan orang 

yang bertanggungjawab atas organisasi atau unit yang dipimpinnya baik dalam 

organisasi sektor publik atau swasta. Tugas manajer dapat digambarkan dalam 

kaitannya dengan berbagai “peran” atau serangkaian perilaku yang terorganisir 

yang diidentifikasi dengan suatu posisi.  

 Deskripsi peran manajer yang dikemukakan diatas, akan membutuhkan 

sejumlah keahlian manajerial yang penting, mengembangkan hubungan kerja 

sejajar, menjalankan negosiasi, memotivasi bawahan, menyelesaikan konflik, 

membangun jaringan informasi dan membayar informasi, membuat keputusan 

dalam kondisi ambiguitas yang ekstrim, dan mengalokasikan sumber daya yang 

ada. Disamping itu seorang manajer perlu untuk instrospeksi mengenai tugas dan 

perannya sehingga dapat mencapai kinerja yang maksimal. 
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Peran manajerial dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan peran 

pemimpin dalam mengelola keuangan diunit kerjnanya dan tindakan yang 

dilakukan pejabat dengan menggunakan pengaruhnya untuk memotivasi dan 

mendorong bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Peran manajerial dalam 

Pengelolaan Keuangan Daerah memungkinkan tercapainya kinerja dan 

mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif1 (Rohman, 

2007). Desentralisasi memberikan kesempatan dalam Pengelolaan  Keuangan 

Daerah untuk mendorong kreatifitas Pengelola Keuangan Daerah. Individu yang 

terlibat dan diberi tanggungjawab dalam penyusunan anggaran akan bekerja lebih 

keras untuk mencapai tujuan, sehingga kinerja organisasi atau pemerintahan akan 

semakin tinggi/meningkat (Rohman, 2007). 

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa meningkatnya kinerja 

pemerintah daerah dipengaruhi oleh peran manajerial dalam pengelolaan 

keuangan daerah yang baik, karena peran manajer sebagai orang yang memimpin 

pengelola keuangan daerah, memiliki peranan penting dalam meningkatkan 

kinerja pemerintah daerah. 

Adapun fenomena yang terjadi saat ini yang berhubungan dengan kinerja 

pemerintah daerah, yang melibatkan partisipasi penyusunan anggaran dan peran 

manajerial dalam pengelolaan keuangan daerah,  yang didapat dari hasil 

wawancara langsung. Pada tahun 2010 Badan Kepegawaian Daerah kota 

pariaman masih melakukan banyak kesalahan dalam perencanaan anggaran, 
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antara lain tidak terlaksananya kegiatan yang telah dianggarkan, terdapat 

kegiatan yang belum dilaksanakan sama sekali sampai akhir tahun yang 

disebabkan tidak adanya patisipasi dalam penyusunan angaaran antara atasan dan 

bawahan,itu semua disebabkan tidak adanya kerjasama yang baik. Fenomena lain 

yang terjadi adalah keterlambatan dalam proses perubahan anggaran, sehingga 

waktu yang tersisa dalam pelaksanaan kegiatan kurang dari 2 bulan. Ini 

berdampak pada kurangnya pencapaian kinerja BKD secara keseluruhan yang 

juga berpengaruh pada pencapaian kinerja pemerintah kota Pariaman secara 

umum. Sedangkan masalah tata pengelolahan keuangan daerahnya masih belum 

tertata dengan baik dan pemimpin (manajer) tidak melaksanakan tugas dan 

fungsinya  dengan semestinya, yang akhirnya berdampak pada kineja pemda 

daerah kota pariaman. Kinerja pemerintah daerah dinilai belum maksimal dalam 

melaksanakan proses anggaran dan dalam pengelolaan keuangan 

daerahnya.(sumber: wawancara langsung dengan Bendahara BKD) 

 Dari fenomena di atas dapat dilihat bahwa belum efektifnya kinerja yang 

dilakukan  pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan anggaran dan peran 

manajer dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Berbagai penelitian terkait 

dengan kinerja banyak dilakukan. Penelitian Zitri (2004) menguji tentang 

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kepuasan Kerja Pegawai 

dan Kinerja Pemerintah Daerah. Sampel penelitian ini adalah Pemda Kota Madya 

Bengkulu, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah karyawan pada 
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Pemda Kota Madya Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi 

anggaran berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja pemerintah 

daerah. Data didapat dari menyebarkan kuisioner. 

Penelitian Ulupui (2005), yang melakukan penelitian mengenai pengaruh 

partisipasi anggaran, persepsi keadilan distributif, keadilan prosedural dan goal 

commitment terhadap kinerja dinas membuktikan partisipasi berpengaruh 

terhadap kinerja. Hasil yang positif dan signifikan menunjukkan partisipasi 

dalam penyusunan anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dinas. Unit analisis yang 

diteliti adalah Pimpinan Dinas dalam hal ini mewakili Dinas yang terdiri dari 

Kepala Dinas, Kabag TU dan Kasubdin. Data diperoleh dari kuisioner dan 

wawancara. Sinambela (2003) melakukan penelitian terhadap 35 dekan pada 

perguruan tinggi swasta di Medan. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi 

dalam penyusunan anggaran sudah diterapkan pada perguruan tinggi swasta di 

Kota Medan. Semakin tinggi partisipasi dalam penyusunan anggaran, maka akan 

semakin tinggi kinerja manajerial. 

Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan peran manajerial dalam 

pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Rohman (2007). Rohman 

melakukan survey pada pemerintah provinsi dan kabupaten kota Jawa Tengah 

tentang Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi 

Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa peran manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi 

Pemeriksaan Intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Penelitian lainya yang dilakukan oleh Natalia (2001) yang hasil 

penelitianya peran manajer pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif 

terhadap kinerja. Hal ini disebabkan karena pengelolaan keuangan yang baik 

dalam SKPD membantu unit kerja dalam mencapai kinerja memperlihatkan 

kinerja manajerial yang baik pula. 

Berbeda dengan penelitian sebelumya, disini penulis meneliti bagaimana 

pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran dan peran manajerial dalam 

pengelola keuanganan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, penelitian ini 

menggunakan Pemerintah Kota Pariaman sebagai objek penelitian. Pemerintah 

Kota Pariaman dipilih sebagai objek penelitian karena kota pariaman pada tahun 

2011 mendapat WDP (wajar dengan pengecualian ),Maka dari itu penulis tertarik 

meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian  “Pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran dan peran manajerial dalam pengelolaan keuangan 

daerah terhadap kinerja pemerintah daerah”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Sejauhmana partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah daerah? 
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2. Sejauhmana peran manajerial dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap 

kinerja pemerintah daerah? 

3. Sejauhmana akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah ? 

4. Sejauhmana value for money berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah ? 

5. Sejauhmana kualitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 

daerah ? 

6. Sejauhmana transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah ? 

7. Sejauhmana pengaruh partisipasi publik terhadap kinerja pemerintah daerah ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, banyak hal 

yang dapat diteliti oleh peneliti namun karena pertimbangan dan keterbatasan 

data serta kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi 

permasalahan penelitian mengenai pengaruh partisipasi dalam penyusunan 

anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja 

pemerintah daerah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas dan sesuai 

dengan judul yang penulis kemukakan, maka perumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Sejauhmana partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

Pemerintah Daerah ? 

2. Sejaumana peran manajerial dalam Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh 

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah ? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok yang telah 

dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis : 

1. Pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja Pemerintah 

Daerah. 

2. Pengaruh peran manajerial dalam Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja 

Pemerintah Daerah. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi pemerintah, dapat memberikan evaluasi dan masukan dalam upaya 

meningkatkan kinerja pemerintah daerah demi tujuan peningkatan pertumbuhan 

pembangunan daerah. 

2. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang kinerja 

Pemerintah Daerah Kota Pariaman. 

3. Bagi akademis, sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya di fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori  

1.  Kinerja Pemerintah Daerah 

a. Definisi Kinerja 

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ 

program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 

organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh 

organisasi dalam periode tertentu. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat 

penting, hal ini dimaksudkan sebagai evaluasi atas input (masukan) program 

yang telah dilakukan serta evaluasi terhadap output (keluaran) dari program 

tersebut (Indra, 2006).  

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan /program/kebijakan organisasi dalam mewujudkan tujuan 

organisasi, outcome hasil kerja organisasi. Mardiasmo (2004:121) menyatakan  

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan 

manager dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. akuntabilitas 

bukan sekedar kemampuan menunjukan  bagaimana uang  publik dibelanjakan, 

akan tetapi meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah 

dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pusat pertanggung jawaban 

13 
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berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai 

kinerja. 

Kinerja pemerintah dapat didefenisikan secara luas, tergantung karakter 

dan konsekuensi dari penyediaan pelayaan oleh badan pemerintah. Menurut 

Wayan (1997) dalam Septi (2010), kinerja pemerintah daerah dapat dipahami 

sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi atau tingkat pencapaian hasil dalam 

kaitannya dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut, 

atau dapat pula disimpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu tingkatan 

sejauhmana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil atau mencapai 

tujuan. 

Menurut Indrianto (1993) dalam Septi (2010) mengatakan bahwa ketika 

suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka 

karyawan akan menginternallisasikan tujuan atau standar yang ditetapkan, dan 

karyawan juga memiliki rasa tanggungjawab pribadi atau sikap unruk 

mencapainya karena mereka ikut serta terlibat dalam penyusunan aggaran, 

semakin tinggi tingkat keterlibatan karyawan dalam peoses penyusunan 

anggaran, akan semakin meningkatkan kinreja pemerintah. 

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan kinerja adalah tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan organisasi. 

Setidaknya ada empat elemen kinerja, yaitu (1) hasil kerja yang dicapai secara 

individual atau institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang 

diperoleh secara sendiri-sendiri atau berkelompok; (2)dalam melaksanakan tugas, 
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orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk bertindak sehingga 

pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Meskipun demikian orang atau 

lembaga tersebut tetap harus dalam kendali, yakni mempertanggungjawabkan 

pekerjaannya kepada pemberi hak dan wewenang tersebut; (3) pekerjaan haruslah 

dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau 

lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang ditetapkan; (4) pekerjaan tidaklah 

bertentangan dengan moral dan etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan moral dan etika 

yang berlaku umum. 

b. Penilaian Kinerja  

     Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional 

suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar 

dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Siegel dan Marconi, 1989) dalam 

(Mulyadi, 2001).  

       Penilaian kinerja ini dilakukan untuk menekan perilaku tidak semestinya 

dan untuk merangsang perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik 

hasil kinerja pada waktunya serta pengharapan. 

 Manfaat penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001), yaitu 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimal. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. 



16 

 

 

 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan. 

4.  Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaiman atasan 

mereka menilai kinerja mereka.s 

5. Menyediakan suatu dasar bgi distribusi penghargaan. 

     c .Pengukuran Kinerja 

    Mardiasmo (2002), pengukuran kinerja sebagai sarana untuk dapat memenuhi 

tuntutan dan akuntabilitas publik, maka diperlukan adanya paradigma baru dalam 

manajemen keuangan daerah, sebagai berikut: 

1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus berorientasi pada 

kepentingan dan kesejahteraan publik. 

2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan dana publik 

yang penggunaannya harus berorientasi pada kinerja yang baik (efektif, 

efisien dan ekonomi). 

3. Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah harus 

dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dengan memberikan akses yang 

seluas-luaasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

d. Tujuan dan Manfaat pengukuran kinerja 

1. tujuan pengukuran kinerja. 
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 Menurut Mardiasmo (2002) secara umum, tujuan sistem pengukuran kineja 

adalah : 

a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top-down dan 

bottom up). 

b. Untuk mengukur kinerja finansisal dan non finansial secara berimbang 

sehingga dapat di telusur perkembangan pencapaian strategi. 

c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level 

menengah dan bawah serta memotivasi untuk pencapaian goal 

congruence. 

d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan 

individual dan kemampuan kolektif yang rasional. 

2. Manfaat Pengukuran Kinerja 

a. memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk 

menilai kinerja manajemen. 

b. Memberikan araha untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan 

c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan 

korektif untuk memperbaiki kinerja. 

d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman yang 

objektif atas kinerja yang telah disepakati. 
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e. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya 

memperbaiki kinerja organisasi. 

f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

2. Partisipasi Penyusunan Anggaran 

a. Pengertian anggaran  

 Semakin kompleksnya masalah yang dihadapi pemerintah daerah saat 

ini, menuntut banyak kegiatan yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan 

masyarakat tersebut. Pelaksanaan kegiatan hendaknya dilakukan melalui 

perencanaan yang cermat. Anggaran adalah salah satu dari berbagai rencana 

yang disusun serta berperan penting karena anggaran dapat membantu dalam 

hal perencanaan, pengkoordinasian dan pengawasan guna mencapai tujuan. 

Pemerintah daerah membutuhkan perencanaan supaya kegiatan yang 

dijalankan dapat berjalan baik dan lancar. Perencanaan tersebut dituangkan 

dalam anggaran. Anggaran berisi tentang rencana- rencana kegiatan yang 

dilaksanakan dan tujuan yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu. 

Menurut Freeman (2003) dalam Dedi (2008), anggaran adalah sebuah 

proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan 

sumber daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the 

process of allocating resources to unlimited demands). 
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Anthony dan Govindarajan (2005) mengemukakan bahwa anggaran 

merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek 

yang efektif dalam organisasi. Dari pengertian di atas dapat dikatakan sebagai 

pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode 

waktu tertentu dalam ukuran fiansial. Penyusunan anggaran dalam organisasi 

sektor publik, terutama pemerintah merupakan sebuah proses yang cukup 

rumit dan mengandung muatan politis. 

Indra (2006) mengemukakan anggaran sektor publik memiliki 

karakteristik-karakteristik sebagai berikut: 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan sastuan non keuangan. 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa 

tahun. 

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai 

sasaran yang ditetapkan. 

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 

dari penyusunan anggaran. 

5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. 

  Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan 

kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai 

pendapatan, belanja dan aktivitas. Menurut mardiasmo (2004:61) anggaran 

merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama 

periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. anggaran 
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Negara adalah suatu penyataaan tentang perkiraan pengeluaran, dan penerimaan 

yagn diharapkan akan terjadai dalam suatu periode dimasa depan, serta data 

dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadai dimasa yang 

lalu.  

 Sedangkan pengertian anggaran menurut National Committee 

Governmental Accounting (NCGA) yang saat ini telah menjadi Governmental 

Accounting Standars Board ( dalam Indra, 2006:164) menyatakan bahwa : 

…..rencana operasi keuangan, yang mencangkup estimasi pengeluaran 

yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk 

membiayainya dalam periode waktu tertentu 

b. Fungsi Anggaran  

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu:  

1. sebagai alat perencanaan 

anggaran merupakan alat perencanaan managemen untuk mencapai tujuan 

organisasi.anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa 

yang akan dilakukan oleh pemerintah,berapa biaya yang dibutuhkan,dan 

berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. 

Anggaran sebagai alat perencanaan digunaka untuk: 

a. merumuskan tujuan serta sasaan kebijakan agar sesua dengan visi dan misi 

yagn ditetapkan 
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b. merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan 

organisasi merancanakan alternatif sumber pembiayaan. 

c. Mengalokasikan dana pada berabagai program dan kegiatan yang 

telahdisusun, dan 

d. Menentukan indikator kinerja dan tingnkat pencapaoian organisasi. 

2. Anggaran sebagai alat pengendalian 

Anggaran memebrikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran 

pemerintah atas pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada publik. Pengendalian digunankan untuk menghindari adanya over 

spending, underspending, dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran 

pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. 

Anggaranpengendalian dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu: 

a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan 

b. Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable variances) 

c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan(controllabel)) dan tidak 

dapat dikendalikan (uncontrollable ) atas suatu varians 

d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. 

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal(fiscaltool) 

Anggaran sebagai alat fiscal pemerintah gunakan untuk m,enstabilkan ekonomi 

dan mendorong pertumbuhan ekonomi  
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4. Anggaran sebagai alat politik. 

Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk 

komitmen eksekutuif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik 

untuk kepentingan tertentu.jadi anggaran juga sebagai alat politik yang dalam 

pembuatannya membutuhkan political skill, coalition building, keahlian 

bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip managemen keuangan publik 

oleh para manager publik. 

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (coordination and 

communication too) Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses 

penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar 

bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan 

mampu mendeteksi terjadinya inconsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian 

tujuan organiasi. 

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja(perfpormance measurement tool) 

Kinerja eksekutif akan dinilai  berdasarkan pencapaian target anggaran dan 

efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajemen publik dinilai berdasrkan 

berapa yang berhasil dia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah 

ditetapkan.anggaran merupakan alat yang efektiff untuk pengendalian dan 

penilaian kinerja. 

7. Anggaran sebagai alat motivasi( motivastion tool) 
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Anggaran dapat digunakans ebgai alat untbuk memotivasi manager dan stafnya 

agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan 

tujuan organisaai yang telah ditetapkan. 

8. Anggarans sebgai alat untuk menciptakan ruang publik( publicsphere) 

Fungsi anggaran menurut Indra (2006:164) adalah: 

1. anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja 

2. anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa 

datang 

3. anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai 

unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan. 

4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. 

5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien 

dalam pencapaian visi organisasi. 

6. Anggaran merupakan instrument politik. 

7. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiskal. 

c. Proses Penyusunan Anggran 

Proses penyusunan anggaran  merupakan proses akuntansi dan proses 

manajemen. Proses akuntansi karena  penyusunan anggaran merupakan studi 

mekanisme, prosedur merakit data, dan format anggaran. Proses manajemen 

karena  penyusunan anggaran merupakan proses penetapan peran tiap kepala 

unit/satuan kerja dalam pelaksanaan program atau bagian dari program dan 
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penetapan pusat- pusat pertanggungjawaban. Anggaran merupakan rencana 

tindakan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi. Negara/daerah sebagai 

suatu entitas  sektor publik  juga memanfaatkan anggaran sebagai alat untuk 

mencapai tujuan.  Anggaran merupakan managerial plan for action untuk 

memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi yaitu mencakup aspek 

perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik ( mardiasmo 2004: 61). 

Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan perwujudan  amanat rakyat 

kepada eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran 

Sedangkan anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah adalah merupakan instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki 

posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas 

pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat 

untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu untuk 

pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas 

pengeluaran di masa yang akan datang. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja 

serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di semua aktivitas berbagai unit 

kerja. Oleh karena itu, DPRD dan Pemerintah Daerah harus berupaya secara 

nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan 

kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing serta 

dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada 

kepentingan masyarakat. 
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Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

dibagi dalam 4 tahap, yaitu 

1. Penyusunan kebijakan umum APBD. 

Proses penyusunan kebijakan umum APBD merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses perencanaan. 

2. Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara. 

PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerja yang akan 

dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, dimana program kerja 

tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi, dan strategi pemda. 

3. Penyiapan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA 

SKPD. Surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA SKPD merupakan 

dokumen yang sangat penting bagi SKPD sebelum menyusun RKA. 

4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 

RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta 

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

5. Penyiapan rancangan peraturan daerah APBD. 

Dokumen sumber utama dalam penyiapan Raperda APBD adalah RKA 

SKPD 

6. Evaluasi rancangan peraturan daerah APBD Kepala daerah menyampaikan 

Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan 
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peraturan Kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Gubernur untuk 

dievaluasi. 

  Selanjutnya hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu 

diajukan kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan dan kemudian 

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengajuan 

kepada DPRD ini dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD) guna dibahas dan disetujui oleh DPRD, sehingga 

penetapannya dapat dituangkan di dalam peraturan daerah (Perda). 

d. Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh 

dua atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pihak yang membuat 

keputusan tersebut, Mulyadi (2001). 

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara 

umum dapat meningkatkan prestasi (kinerja) yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Adanya partisipasi mendorong 

setiap manajer untuk meningkatkan prestasinya dengan bekerja lebih keras dan 

menganggap bahwa target organisasi adalah merupakan target pribadinya juga 

(Bambang, 2002). 

Dalam organisasi sektor publik, partisipasi penyusunan anggaran 

tercemin dalam struktur organisasi publik yang dimanifestasikan dalam bentuk 

pusat pertanggungjawaban (responsibility center). Pusat pertanggungjawaban 
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dapat berfungsi sebagai jembatan untuk dilakukannya bottom up 

budgeting/participative budgeting (Mardiasmo, 2002). 

Menurut Sord dan Welsch (1995) dalam Septi (2010) mengemukakan 

bahwa tingkat pertisipasi yang lebih tinggi akan mengahsilkan moral yang lebih 

baik dan inisiatif yang lebih tinggi pula. Partisipasi telah ditunjukan 

berpengaruh secara positif terhadap sikap pegawai ,meningkatkan kuantintas, 

kualitas, produksi dan meningkatkan kerja sama antara pemimpin. Partisipasi 

penganggaran sektor publik terjadi ketika antara pihak eksekutif ,legislative 

masyarakat bekerjasama dalam pembuatan anggaran. Angggaran dibuat oleh 

kepala daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepada 

kepala bagian dan diusulkan kepada kepala daerah , dan setelah itu bersama -

sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah 

yang berlaku.Proses panganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam 

Kepmendagri memuat Pedoman Penyusunan Rancangan APBD yang 

dilaksanakan oleh tim angaaran eksekutif bersama-sama unit organisasi 

perangkat daerah(unit kerja) 

Sedangkan menurut Mulyadi (2001) partisipasi dalam penyusunan 

anggaran berarti keikutsertaan operating managers dalam memutuskan bersama 

dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan dimasa yang akan 

datang yang akan ditempuh oleh operating managers tersebut dalam 

pencapaian sasaran anggaran. 
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         Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

anggaran merupakan suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para 

manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung 

jawabnya/penyusunan anggaran yang memungkinkan bawahan untuk ikut 

bekerja sama menentukan rencana. 

Sejumlah keunggulan anggaran partisipatif menurut (Garrison, 2000) 

adalah : 

a. Setiap orang pada semua tingkatan oeganisasi diakui sebagai anggota tim 

yang pandangan dan penilaiannya dihargai oleh manajemen puncak 

b. Orang yang berkaitan langsung dengan suatu aktivitas mempunyai 

kedudukan terpenting dalam pembuatan estimasi anggaran, dengan demikian 

estimasi anggaran yang dibuat oleh orang semacam itu cendrung lebih akurat 

dan andal. 

c. Orang lebih cendrung mencapai anggaran yang penyusunannya melibatkan 

orang tersebut, sebaliknya orang kurang terdorong untuk mencapai anggaran 

yang didrop dari atas. 

d. Suatu anggaran partisipatif mempunyai sistem kendalinya yang unik 

sehingga jika mereka tidak dapat mencapai anggaran maka yang harus 

mereka salahkan adalah diri mereka sendiri. Disisi lain, jika anggaran didrop 

dari atas mereka akan selalu berdalih bahwa anggarannya tidak masuk akal, 

tidak realistis untuk diterapkan dan dicapai. 
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Banks (2003) juga mengemukakan keuntungan yang timbul dari partisipasi 

yaitu : 

a. Improved communication 

b. Greater understanding of the factors involved 

c. The oppurtunity to thrash our problems at budget meeting before the budget 

is set 

d. Increased acceptance of the budget 

e. Improved commitment 

f. A real likelihood of an improvement in the quality of the budget because the 

manager’s expertise is used 

  Dari pernyataan Banks tersebut, dapat dijelaskan keuntungan yang 

diperoleh dari partisipasi, yaitu : 

a. Meningkatkan komunikasi 

b. Pemahaman yang lebig besar dari faktor yang terlibat 

c. Kesempatan untuk memperbincangkan masalah pada saat pertemuan 

sebelum anggaran ditetapkan 

d. Peningkatan penerimaan terhadap anggaran 

e. Meningkatkan komitmen 

f. Suatu kemungkinan nyata terhadap peningkatan mutu anggaran karena 

keahlian manajer yang digunaka 
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Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2004), ada 3 masalah yang 

menjadi kelemahan anggaran partisipatif, yaitu : 

1. Pembuatan standar yang terlalu tinggi atau rendah sejak yang dianggarkan 

menjadi tujuan manajer 

2. Slack anggaran adalah perbedaan jumah sumber daya yang sebenarnya 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas secara efisien dengan jumlah yang 

diajukan oleh manajer yang bersangkutan untuk mengerjakan tugas yang 

sama 

3. Pseudorparticipation yang mempunyai arti bahwa perusahaan menggunakan 

partisipasi dalam partisipasi penganggaran padahal sebenarnya tidak. 

Partisipasi seluruh tingkat manajer mulai dari proses penyusunan 

anggaran akan membawa pengaruh positif dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. Menurut Mulyadi (2001) tingkat partisipasi operating managers 

dalam penyusunan anggaran akan mendorong moral kerja yang tinggi dan 

inisiatif para manajer. Moral kerja yang tinggi merupakan kepuasan seseorag 

terhadap pekerjaan, atasan, dan rekan sekerjanya. Moral kerja ditentukan oleh 

seberapa besar seseorang mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari 

organisasi. 

Partisipasi aktif dalam penyusunan anggaran akan membawa pengaruh 

positif pada perilaku individu-individu yang berpartisipasi, walaupun demikian 

partisipasi aktif dari manajemen puncak dibutuhkan, agar menimbulkan 

motivasi para pelaksana anggaran. Partisipasi manajemen puncak dibutuhkan 
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ketika melakukan review dalam proses penyusunan anggaran, karena dalam 

memberikan persetujuan atas anggaran manajemen puncak perlu 

mempertimbangkan berbagai aspek. 

Mengingat anggaran disusun bersama oleh semua pihak yang akan 

terlibat dalam pelaksanaannya, maka sangat mungkin bahwa tujuan anggaran 

akan menjadi tujuan setiap manajer sehingga menghasilkan goal congruence 

yang lebih besar. Adanya partisipasi mendorong setiap manajer untuk 

meningkatkan prestasi (kinerja) yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

efektivitas organisasi. Adanya partisipasi juga mendorong setiap manajer untuk 

meningkatkan prestasinya dan bekerja keras serta menganggap bahwa target 

organisasi adalah merupakan target pribadinya juga (Bambang, 2002). 

Disamping itu, dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran akan lebih 

sempurna karena seringkali bawahan lebih mengerti kondisi yang ada di 

lapangan sehingga partisipasi akan dapat memperbaiki proses pengendalian 

menyeluruh (Bambang, 2002). 

Dengan adanya partisipasi anggaran diharapkan kinerja pemerintah dapat 

meningkat. Hal ini didsarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan/standar 

yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan bersungguh-

sungguh dalam tujuan/standar yang ditetapkan dan karyawan memilki rasa 

tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam 

penyusunannya (Milani, 1997 dalam Darlis 2002). 

 



32 

 

 

 

3. Peran Manajerial dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pengelola keuangan daerah seringkali diartikan sebagai mobilisasi 

sumber keuangan yang dimilik oleh suatu daerah (Abdul, 2004). Menurut 

Halim (2006:30), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah. Berikut ini keterangan dari pengertian 

pengelolaan keuangan daerah : 

a. Perencanaan keuangan daerah 

Menurut Ahmad (2004:244), perencanaan keuangan daerah terdiri atas 

1. Proses penyusunan APBD 

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang merupakan indikator 

dan atau sasaran kinerja pemerintah daerah yang menjadi acuan laporan 

pertanggungjawaban tentang kinerja daerah. 

1) Proses penetapan APBD 

Proses selanjutnya setelah penyusunan APBD adalah penetapan 

APBD. Untuk penetapan ini kepala daerah menyampaikan rancangan 

APBD yang disampaikan kepala daerah tersebut dapat disetujui atau 

tidak disetujui DPRD. Jika rancangan APBD tidak disetujui DPRD, 

maka pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan 

APBD tersebut. Selanjutnya penyempurnaan rancangan APBD 

tersebut disampaikan kembali ke DPRD. 
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2) Perubahan APBD 

Dalam perjalanannya, APBD yang telah disetujui DPRD dapat 

mengalami perubahan. Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 

bulan sebelum tahun anggaran tertentu  berakhir. Jangka waktu 3 

bulan tersebut dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya 

dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu. 

b. Pelaksanaan Keuangan Daerah 

   Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima 

pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan 

tersebut. Perangkat daerah tersebut adalah orang/lembaga pada pemerintah 

daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala 

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat 

Daerah, Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan 

sesuai dengan kebutuhan daerah (Ahmad, 2004:246). 

   Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat 

dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan 

ditempatkan dalam lembaran daerah. Tindakan yang dimaksud tidak temasuk 

penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang 

formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila 

rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD. 
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c. Pelaporan keuangan daerah 

   Menurut Halim (2007:162), pelaporan keuangan daerah dibuat dalam 

bentuk laporan keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut setidak-

tidaknya terdiri dari : 

1) Laporan realisasi anggaran, yaitu laporan yang menggambarkan realisasi 

pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu periode. 

2) Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan 

pemerintah yaitu asset, utang dan ekuitas dana pada satu tanggal 

tertentu. 

3) Laporan arus kas, yaitu laporan yang manggambarkan arus kas masuk 

dan arus kas keluar selama satu periode serta posisi kas pada tanggal 

laporan. 

4) Catatan atas laporan keuangan, yaitu bagian yang tak terpisahkan dari 

laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-

pos keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

d. Pertanggungjawaban keuangan daerah 

  Menurut Ahmad (2004:250), untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan 

keuangan daerah, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

kepada DPRD mengenai : 

1) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pokok-

pokok pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi 
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2) Kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan 

dalam pelaksanaan desentralisasi 

Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dinyatakan dalam 

satu bentuk laporan. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah 

terdiri dari : 

1) Laporan perhitungan APBD 

2) Nota perhitungan APBD 

3) Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi pendapatan 

daerah, belanja daerah dan pembayaran serta kinerja keuangan 

daerah. 

Setiap pejabat pengelola keuangan daerah menysusn laopran 

pertanggungjwaban keuangan secara periodik. Sistem dan prosedur 

pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 

e. Pengawasan keuangan daerah 

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan 

yang menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan dengan rencana, 

aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. sedangkan pengawasan 

keuangan daerah adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan-

pengumpulan pendapat, pembelanjaan pengeluaran daerah berjalan sesuai 

dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan Halim 

(2007:52). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan 
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pengawasan bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata ditujukan untuk 

mencari kesalahan.  

Ahmad (2004) mengemukakan bahwa tujuan utama dari pengelolaan 

keuangan daerah adalah : 

1) Pertanggungjawaban 

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas 

keuangannya pada lembaga yang sah. 

2) Mampu memenuhi kewajiban 

Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu 

melunasi semua ikatan keuanga jangka pendek dan jangka panjang. 

3) Kejujuran 

Urusan keuangan harus diserahkan kepada pegawai yang jujur. 

4) Hasil guna dan daya guna kegiatan daerah 

Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan 

biaya yang serendah-rendahnya dalam waktu yang secepat-cepatnya. 

5) Pengendalian 

Petugas keuangan pemerintahan daerah, DPRD dan petugas pengawas 

harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut diatas dapat 

tercapai.  

Menurut Ahmad (2004) tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah: 
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1) Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan 

suatu daerah. 

2) Perbaikan dari anggaran daerah sebelumnya. Setiap anggaran 

daerah yang dibuat/disusun diusahakan perbaikan. 

3) Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah 

dan teratur dan memudahkan untuk melakukan pengawasan 

4) Memudahkan koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat 

diarahkan sesuai dengan apa yang diprioritaskan dan dituju oleh 

pemerintah daerah 

5) Untuk menampung dan menganalisis serta memudahkan dalam 

pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap 

proyek-proyek atau kebutuhan lain yang diajukan oleh masing-

masing institusi. 

Pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja menuntut adanya 

desentralisasi. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan 

desentralisasi administratif, yaitu pendelegasian wewenang pelaksanaan 

sampai pada tingkat hierarkhi yang paling rendah. Dalam hal ini Pengelola 

Keuangan Daerah diberi wewenang dalam batas yang telah ditetapkan dalam 

sistem pengelolaan keuangan daerah, namun mereka memiliki elemen 

kebijaksanaan dan kekuasaan serta tanggungjawab tertentu dalam halsifat dan 

hakekat jasa dan pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya (Coralie, 1987) 

dalam Rohman (2007). 
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa desentralisasi dalam 

pengelolaan keuangan daerah meningkatkan peran manajerial dalam 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Peran manajerial dalam Pengelolaan 

Keuangan Daerah memungkinkan tercapainya kinerja dan mekanisme 

penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif (Rogers, 1990) dalam 

(Rohman,2007) . Peran menunjukkan partisipasi seseorang dalam mencapai 

tujuan organisasi. Peran manajerial dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

memungkinkan tercapainya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang 

efisien dan efektif. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada Pengelola 

Keuangan Daerah untuk berpartisipasi dalam menyusun anggaran, sehingga 

memberikan rasa tanggung jawab dan mendorong kreativitas Pengelola 

Keuangan Daerah. Indivldu yang terlibat dan diberi tanggung jawab dalam 

penyusunan anggaran akan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan, 

sehingga kinerja organisasi akan semakin tinggi (Rohman,2007). 

Manajer merupakan orang yang bertanggungjawab atas organisasi atau 

unit yang dipimpinnya (baik dalam organisasi sektor publik atau swasta). 

Tugas manajer dapat digambarkan dalam kaitannya dengan berbagaI “peran” 

atau serangkaian perilaku yang terorganisir yang diidentifikasi dengan suatu 

posisi (Mitzberg, 1973). Mitzberg menjelaskan bahwa para manajer dapat 

memainkan tiga peran melalui kewenangan dan statusnya didalam 

melaksanakan tugas- tugas yang dipercayakan antara lain : 
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1. Peran interpersonal. Dalam hal ini seorang manajer harus dapat memainkan 

peran sebagaiforehead, leader dan liaison (penghubung) 

2. Peran Informasional. Dalam hal ini seorang manajer harus dapat 

memainkan 

perannya sebagai monitor, pemberi informasi dan sebagai spokesperson 

3. Peran pengambil keputusan. Peran ini, manajer digambarkan sebagai 

entrepreneur, 

disturbance handle, resources allocator dan negotiator. 

Deskripsi peran manajer yang dikemukakan diatas, akan 

membutuhkan sejumlah keahlian manajerial yang penting, mengembangkan 

hubungan kerja sejajar, menjalankan negosiasi, memotivasi bawahan, 

menyelesaikan konflik, membangun jaringan informasi dan membayar 

informasi, membuat keputusan dalam kondisi ambiguitas yang ekstrim, dan 

mengalokasikan sumber daya yang ada. Disamping itu seorang manajer perlu 

untuk instrospeksi mengenai tugas dan perannya sehingga dapat mencapai 

kinerja yang maksimal. 

Peran manajerial dalam Pengelolaan keuangan daerah merupakan 

peran pemimpin dalam mengelola keuangan diunit kerjanya dan suatu 

tindakan yang dilakukan pejabat dengan menggunakan pengaruhnya untuk 

memotivasi dan mendorong bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Peran 

manajerial dalam Pengelolana Keuangan Daerah memungkinkan tercapainya 
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kinerja dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan 

efektif (Rohman,2007). Peran manajer dalam pengelolaan keuangan daerah 

berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini disebabkan karena pengelolaan 

keuangan yang baik dalam SKPD membantu unit kerja dalam mencapai 

kinerja memperlihatkan kinerja manajerial yang baik pula (Natalia, 2010) 

4. Penelitian Relevan 

Penelitian Zitri (2004) menguji tentang Pengaruh Partisipasi 

Penyusunan Anggaran terhadap Kepuasan Kerja Pegawai dan Kinerja 

Pemerintah Daerah. Sampel penelitian ini adalah Pemda Kota Madya 

Bengkulu, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah karyawan 

pada Pemda Kota Madya Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi 

anggaran berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja 

pemerintah daerah. Data didapat dari menyebarkan kuisioner. 

Penelitian Ulupui (2005), yang melakukan penelitian mengenai 

pengaruh partisipasi anggaran, persepsi keadilan distributif, keadilan 

prosedural dan goal commitment terhadap kinerja dinas membuktikan 

partisipasi berpengaruh terhadap kinerja. Hasil yang positif dan signifikan 

menunjukkan partisipasi dalam penyusunan anggaran di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Badung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

dinas. Unit analisis yang diteliti adalah Pimpinan Dinas dalam hal ini 
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mewakili Dinas yang terdiri dari Kepala Dinas, Kabag TU dan Kasubdin. 

Data diperoleh dari kuisioner dan wawancara. 

Riharjo (2001) melakukan penelitian pada organisasi sektor publik 

menemukan bahwa interaksi antara penganggaran partisipatif dan struktur 

desentralisasi organisasi secara signifikan mempengaruhi kinerja manajerial. 

Sinambela (2003) melakukan penelitian terhadap 35 dekan pada perguruan 

tinggi swasta di Medan. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi dalam 

penyusunan anggaran sudah diterapkan pada perguruan tinggi swasta di Kota 

Medan. Semakin tinggi partisipasi dalam penyusunan anggaran, maka akan 

semakin tinggi kinerja manajerial. 

Rohman (2007) melakukan survey pada pemerintah provinsi dan 

kabupaten kota Jawatengah tentang Pengaruh Peran Manajerial Pengelola 

Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran manajerial 

Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern berpengaruh 

terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Peran manajer pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap 

peninkatan kinerja. Hal ini disebabkan karena pengelolaan keuangan yang 

baik dalam SKPD membantu unit kerja dalam mencapai kinerja 

memperlihatkan kinerja manajerial yang baik pula yang penelitian ini diteliti 

oleh Natalia (2010). Dalam penelitian Meta (2011) tentang Pengaruh 

Komitmen Organisasional, Motivasi, Budaya Organisasi, dan Peran Manajer 



42 

 

 

 

Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Studi Pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Dimana peran manajer pengelola 

keuangan daerah berpengarh signifikan positif tehadap kinerja manajerial 

pada sekretariat daerah kab.cirebon. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Herminingsih menyimpulkan bahwa 

Peningkatan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh partisipasi 

penyusunan anggaran, semakin tinggi tingkat pertisipasi dalam penyusunan 

anggaran, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, begitu juga 

dengan peran manajerial pengelola keuangan daerah. Hasil penelitian ini 

diteliti oleh herminingsih di Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2009 . 

 

5. Hubungan antar variabel. 

a. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan anggaran terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah 

        Penyusunan anggaran dimaksudkan bukan hanya untuk menyajikan 

informasi mengenai rencana keuangan yang berisi tentang biaya-biaya dan 

pendapatan untuk pusat pertanggungjawaban di dalam suatu organisasi bisnis 

ataupun publik, tetapi juga merupakan suatu alat pengendalian, komunikasi 

dan evaluasi kerja, Kenis (1979) dalam Septi (2010). 

 Penemuan empiris yang berkaitan dengan pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah memberikan hasil 

yang beragam. Menurut  Zitri (2004) beberapa penelitian yang menunjukkan 
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hasil yang positif dan signifikan, yaitu Brownell dan Mc Innes (1986) dalam 

Ulupui (2005). Hasil dari penelitian mereka dapat digeneralisasi, namun harus 

berhati-hati dalam mengeneralisasikan karena ada beberapa faktor budaya dan 

sifat-sifat kepribadian. 

Sistem pengukuran kinerja biasanya dilakukan pada akhir periode 

dalam sebuah organisasi, sedangkan partisipasi dalam penyusunan anggaran 

dilakukan pada awal periode. Pada saat dilakukan partisipasi anggaran, 

perangkat kerja suatu organisasi diharapkan terlibat sehingga mereka ikut 

memikirkan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 

organisasi serta dapat meningkatkan kinerja mereka. Suatu anggaran yang 

dikerjakan secara partisipasi tidak akan menghasilkan sesuatu yang optimal 

apabila tidak ditunjang oleh sistem pengukuran kinerja yang lebih baik. 

Dalam meningkatkan kinerja mereka, salah satu ukurannya adalah bagaimana 

mereka bisa mencapai anggaran efektif dan efisien. 

Jadi pertisipasi yang lebih tinggi akan mengahsilkan moral yang lebih 

baik dan inisiatif yang lebih tinggi pula. Partisipasi dalam penyusunan 

anggaran telah ditunjukan berpengaruh secara positif terhadap sikap pegawai 

,meningkatkan kuantintas, kualitas, produksi dan meningkatkan kerja sama 

antara pemimpin dalam sistem kinerja pemerintah daerah. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menduga bahwa partisipasi 

penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran, maka akan 
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mengakibatkan peningkatan kinerja pemerintah tersebut sesuai dengan target 

yang diberikan. 

b. Pengaruh Peran Manajerial dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Menurut Yeung dan Ulrich dalam (Herminingsih,2009) 

mengemukakan bahwa sumber daya manusia mempunyai peran sentral dalam 

mewujudkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif organisasi yang 

pada akhirnya organisasi dapat meningkatkan kinerja. Dalam rangka 

meningkatkan kinerja tersebut, pemerintahah membutuhkan peran manajerial 

pimpinan daerah khususnya pengelola keuangan yang ada di daerah. Seorang 

pengelola keuangan harus dapat memainkan perannya untuk dapat 

mewujudkan kinerja pemerintahan. 

 Peran manajerial menurut Mintzberg (1973) terdiri atas peran 

perseorangan, peran informasi dan peran pengambilan keputusan. Manajer 

merupakan orang yang bertanggungjawab atas organisasi atau unit yang 

dipimpinnya baik dalam organisasi sektor publik atau swasta. Tugas manajer 

dapat digambarkan dalam kaitannya dengan berbagai “peran” atau 

serangkaian perilaku yang terorganisir yang diidentifikasi dengan suatu posisi.  

Sementara itu dalam rangka meningkatkan kinerja secara menyeluruh, 

pemerintah dituntut untuk dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance ) Adapun prinsip- prinsip dalam good governance , 
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yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas. Transparansi 

dengan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi tentang “performance” 

organisasi pemerintah secara akurat dan tepat waktu. Akuntabilitas, dengan 

mendorong optimalisasi peran pemerintah dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya secara professional. Keadilan, dengan memaksimalkanupaya 

perlindungan hak dan perlakuan adil kepada seluruh masyarakat tanpa 

kecuali. Dan responsibilitas, dengan mendorong optimalisasi peran 

stakeholders dalam mendukung program-program pemerintah. 

 Untuk dapat menerapkan prinsip- prinsip dalam good governance 

tersebut tidak terlepas dari dukungan dan optimalisasi peran pemerintah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk didalamnya peran manajerial 

pengelola keuangan daerah. Manajemen pengelolaan keuangan daerah 

mengorganisasikan dan mengelola sumber- sumber daya dan kekayaan yang 

di daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh daerah tersebut. 

Keberhasilan daerah untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut 

disebut kinerja. Maka untuk dapat mewujudkan kinerja dari pemerintah 

daerah dibutuhkan peran manajerial dari para pengelola keuangan daerah. 

Peran manajerial dalam pengelolaan keuangan daerah memungkinkan 

tercapainya kinerja yang tinngi  dan mekanisme penyelenggaraan 

pemerintahan yang efisien dan efektif (Rohman,2007). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menduga bahwa peran manajerial 

dalam pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja 
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pemerintah daerah. Karena dengan adanya peran manajerial pengelola 

keuangan daerah, maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja pemerintah 

tersebut sesuai dengan target yang diberikan. 

B. Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, 

mengungkapkan dan menunjukan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti 

yaitu pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial 

pengelola keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Partisipasi anggaran melibatkan semua pihak yang berkepentingan 

dalam proses penyusunannya, sehingga mereka termotivasi untuk mencapai 

kinerja sesuai dengan kriteria anggaran yang ditetapkan dalam anggaran. Agar 

organisasi sektor publik dapat mengoptimalkan sistem manajemen 

keuangannya, maka perlu diperbaiki kinerja pemerintah daerah. Partisipasi 

anggaran dapat digunakan sebagai pengukur kinerja dengan adanya evaluasi 

anggaran. Dengan adanya partisipasi akan menjadikan setiap orang 

menganggap bahwa target organisasi adalah target pribadinya juaga. Target 

penyusunan anggaran yang dicapai akan mencerminkan kinerja unit kerja 

organisasi secara keseluruhan. 

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan secara menyeluruh 

tidak berhenti pada tahap awal penganggaran, namun dibutuhkan peran 

manajerial pimpinan daerah khususnya pengelola keuangan yang ada di 
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daerah. Masyarakat sebagai principal memberikan mandat kepada pengelola 

keuangan daerah sebagai agen untuk dapat mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan hal tersebut 

dibutuhkan peran manajerial dalam pengelolaan keuangan daerah yang 

memainkan peranya dalam mengembangkan hubungan kerja sejajar, 

menjalankan negosiasi, memotivasi bawahan, menyelesaikan konflik, 

membangun jaringan informasi dan membayar informasi, membuat keputusan 

dalam kondisi ambiguitas yang ekstrim, dan mengalokasikan sumber daya 

yang ada. Disamping itu seorang manajer perlu untuk instrospeksi mengenai 

tugas dan perannya sehingga dapat mencapai kinerja yang maksimal. 

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka 

dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar: 

 

Partisipasi dalam 

 

 

 

 

Gambar 2.1.Model Penelitian 
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C. Hipotesis 

Berdasarkan dari latar belakang, perumusan masalah, kajian teori, dan 

kerangka konseptual di atas, maka dapat diajukan suatu hipotesis yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap  

Kinerja  Pemerintah Daerah 

H2 : Peran Manajerial dalam Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh 

signifikan positif   terhadap Kinerja Pemerintah  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A.   Kesimpulan dan Implikasi 

1. Kesimpulan 

Dari  hasil  pengujian  dengan  menggunakan  alat  bantu  SPSS,  

maka  dapat diperoleh simpulan sebagai berikut : berdasarkan hasil analisis 

regresi dapat disimpulkan  bahwa :  

1.Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi partisipasi penyusunan 

anggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah.  

2. Peran manajerial dalam pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan 

positif  terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi peran 

manajerial dalam pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin 

meningkatkan kinerja pemerintah daerah.  

2. Implikasi 

Beberapa impilikasi yang diharapkan pada penelitian ini adalah : studi 

ini minimal dapat memberikan masukan yang penting bagi para pengelolaan 

keuangan daerah bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan peran 

manajerial dalam pengelolaan keuangan daerah akan mempengaruhi kinerja 

pemerintah daerah. Hasil penelitian ini minimal memotivasi penelitian 

89 
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selanjutnya terutama yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah atau 

organisasi sektor publik lainnya 

B.   Keterbatasan dan Saran 

1. Keterbatasan 

Sekalipun penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun hasil 

penelitian ini masih memiliki  keterbatasan.  Berikut  beberapa  

keterbatasan  yang  kemungkinan mengganggu hasil penelitian ini :  

1. Penelitian ini menggunakan metode survey tanpa dilengkapi dengan 

wawancara atau pertanyaan lisan, sehingga kemungkinan mempengaruhi 

validitas hasil. Jawaban responden belum tentu mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya dan akan berbeda jika data diperoleh dengan wawancara..  

2. Hasil penelitian kemungkinan akan berbeda bila responden dipilih secara 

random, tidak terbatas pada para pengguna/ kuasa pengguna anggaran/ barang, 

tetapi sampai pada pejabat- pejabat pelaksana teknis kegiatan yang ada di 

seluruh Pemerintah kota pariaman. Keterbatasan- keterbatasan ini 

diharapkan dapat diperbaiki pada penelitian- penelitian yang akan datang, 

dengan menggunakan pendekatan- pendekatan atau teknik- teknik serta 

variabel- variabel pendukung yang belum digunakan dalam penelitian ini. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya tidak menggunakan item 

pernyataan no.4 pada variabel partisipasi penyusunan anggaran pada 

kosionernya, dikarenakan item pernyataan tersebut kurang efektif untuk 

digunakan. 
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2.  Saran  

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan 

peran manajerial dalam pengelolaan keuangan daerah berpengaruh 

terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga untuk meningkatkan kinerja 

pemerintah daerah baik menurut SKPD maupun  pemerintah  daerah  secara  

keseluruhan,  sebaiknya  pemerintah  daerah tetap menerapkan dan 

melanjutkan anggaran partisipatif, agar para SKPD tersebut memiliki motivasi 

yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi.  

2. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa partisipasi penyusunan anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Untuk lebih meningkatkan 

kinerja, diharapkan agar pemerintah lebih meningkatkan kerjasama yang lebih 

erat dalam penyusunan anggaran. Hal ini patutnya tidak hanya sekedar syarat, 

namun harus direalisasikan agar seiring dengan peningkatan kinerja. Dan 

suatu peran yang dilakukan oleh pejabat dalam pengelolaan keuangan daerah, 

untuk mendorong dan memotivasi bawahannya agar mencapai tujuan 

organisasi pemerintah Kota pariaman juga harus direalisasikan dengan baik 

yang pada ahkirnya dapat miningkatkan kinerja pemerintah . 

3. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel yang lebih 

besar    dan mencakup pada seluruh pengelolaan keuangan daerah.   



92 

 

 

 

4. Disamping itu juga untuk penelitian selanjutnya supaya menambahkan 

budaya organisasi sebagai variabel moderating. Hal ini disebabkan 

budaya organisasi di setiap SKPD berbeda- beda.  
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